
GUBERJ\UR NUSA TENGGARA BARAT
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 784-224 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI

NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (2)

Peraturan Gubemur Nomor 80 Tahul 2O2O tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tanggara Barat sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 108 .tahun 2022
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 80
Tahun 2O2O tentarg Tambahan penghasilal pegawai Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tanggara Bat:at,
perlu menetapkan Keputusar Gubemur tentang pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara
Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Ta_hun 2014
Nomor 244, ?ambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telal diubah beberapa kali
terakhir dengal Undarg-Undang Nomor 6 .fahwn 2023
tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang,
Undarg Nomor 2 Ta}lurr 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang Undalg (L€mbaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaral Nesara
Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2Ol4 tentang Admtistrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O14 Nomor 292, Tambahan l€mbaran Nesara
Republik lndonesia Nomor 5601) sebagaimara telah diubah
dengan Undang,Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentatg
Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 todang Cipta Keqa merrjadi Undang-Undang
(l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 4 1 ,
Tambahan l€mbaran Negara Republik krdonesia Nomor 6856);

3. Undang-undang Nomor I Ta:n1un 2022 tentang Hubungal
Pemerintah Pusat darl Daerah (Lembarai Negara Republik
Indonesia Tah:urL 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 6757) ;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang provinsi
Nusa Tenggara Barat (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahtn 2022 Nomor 163, Tambatran Lembaran Nesara
Republik Indonesia Nomor 68091:



5. Undarg-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan l€mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6897);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Marajemen Pegawai Negeri Sipil (L€mbaran Negara Republik
Indonesia Tan-un 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana te-lah
diu:bah de;gan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun- 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Nega-ra Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 68,
iambahan t-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6a'77);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahart
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

8, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelatsanaan T\rgas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol8 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6224);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 77);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2021 Nomor 6718);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur N€gara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian D€dam
Negeri RI dart Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 'fah;ur, 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 4 5 Ta}'ur' 2022 tentang Jabatan
Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia "fa},rjr. 2022
Nomor 1047);

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);



18. Feraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembenhlkan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggaja Earat
(L€mbaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2016 Nomor 11'

iambahan Lembaran Daerah Provinsi NTB Nomor 134)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor

13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran

Daerah Provinsi NTB Tahun 2019 Nomor 13);

19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentarg Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggara'r 2024
(Lembaran Daerah Provinsi NTB Tah.ul2024 Nomor 1);

20. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Sipil di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah

Provinsi NTB Tahun 2O2O Nomor 80) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 1O8 Tahun 21022

tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Gubemur Nomor
80 Tahun 2O2O terLtang Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerirrtai Provinsi Nusa
Talggara Ba.rat (Berita Daerah Provinsi NTB Tahun 2022
Nomor 108).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O0 -47oO Ta}f'rrL 2O2O
' 

t"ttttng Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di

Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur
Sipil Negara Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

tinwn nozq, iebigaimana tercantum dalam Lampiran I

Keputusan ini.

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU diberikin berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Keia'

Tempat Bertugas, I(ondisi K€rja, dan Kelangkaan Profesi s€rta
Kelai Jabatan dan Klasifikasi Perangkat Daerah'

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud Dikhrm KESATU
diberikan setelah dilakukan penilaian secara obyektif oleh
Pejabat Penilai Kherja sesuai dengan Capaian Kinerja dan.Disiplin
Kerja sesuai format sebagaima-na tercantum dalarn Lampiran II'

Penilaian sebagaimana dimaksud Difitum KETIGA d akukan oleh

Peiabat Penilai Kinerja secara berjenjang darl khusus untuk
Jabatan Fungsional dan pelaksana dinilai oleh Pejabat
struktural sesuai dengan penempatan yang tertera dalam peta
jabatan atau pejabat lain yang ditunjuk di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Penilaial sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT wajib
dilaksanakan oieh pejabat penilai kinerja dengan berpedoman
pada Capaial Kineda atau Produktivitas Kerja dengan bobot
7o % d.tr oi"iptitt Kerja dengan bobot 30% pada Lampiran II'

Penilaian Capaian Kinerja atau Produktivitas Kerja darr disiplin
ke{a sebagaimana dima-ksud Diktum KELIMA menggunakan
p"l"po..n dengan Aplikasi. Kinerja yang berbasis web /Online
sastem) dan sistem presensl onitne.

KEENAM



KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBII^AN

KESEPULUH

KESEBELAS

: Bagi ASN yang menerima $atifikasi' dilakukan pengurangan
' 

p.ilUuy"t"tt rFp yang bersangkutan berdasarkan rekomendasi

dari Inspektorat.

: Bagi ASN yang wajib lapor LHKPN, apabila tidak mellksanakal
' 

o"initi*u" iHrell sampai dengan batas *tkg^ 
ITq

iiteitukan{31Marettahunb'*":X*.t":T":?frT j[-'#:t
bersanqkutal ditunda berdarkr
;;;;;;;E;t";Lan setelah menunjukkan bukti pengiri:nan

LHKPN.

: Tambahal Penghasilan Pegawai -sebagaimana 
dimatslrd

;;ki; ipseru- dibayarkan pada bulan berikutnva' - untulr

i"i.t^b"""*u"t Tabin 2024 iiuayart<an pada bulan Januari

Tahun 2025.

: Segala biaya yang diketuarkan sebagai akibat ditempkannya

K;;;rsarr- ini dfuebankan pada Anggaran Pendapatan dan
g.iu;; o".t.tt Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran

fi;!i,i; ,;t""ii" 
-ai 

*""i"gonasins P€ranskat Daerah
iftmi, p"--.ti"tah Provinsi Nusa Tenggara Barat'

: Keputusan Gub€mui ini mulai berlaku sej aktarlgg3l 2 JarDJan2o2a

Ditetapkan di Mata-ram
pada tanggal, 2a MareL 2ol.1

BARAT,PJ.GUBERNUR NUSA
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LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR:
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASII"{N PEGAWAI BAGI PEGAWAI NDGERI SIPIL

LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024

. I. INDIKATOR PENILAIAN PRODUKTIVITAS KERJA

TAHUN 2024

NO INDIKATOR PENILAIAN BOBOT %

I
,,

I PENSSNTASE KESBSUAIAN LAPORAN KINERJA SKP
M*"p"k". p"t"""t"* k"sesuaian laporan harian kinerja
dengan kegiataJ! SKP Bulanan:
Tingkat kesesuaian 91% s d 100% (sangat baik)
Tinskat kesesuaian 76% s.d <91ok (baik)
Tingkat kesesuaiai 61% s.d <76% (cukup)
Tingkat kesesuaian 5lo/o s.d <61%o (kurallg baik)
Tinskat kesesuaian <51% (salrgat kuraig baik)

SKP

250/o
20%
150/o
10%

II PI;RSCNT.qSC TEC NTEN LAPOMN KINERJA HARIAN SKP
.tumlah pe.banaittgan antara laporan kinerja harian SKP dengan
rata-rata hari kelja efektif dalam satu bulai:
Jumlah kegiatan hariaa SKP 91% s d 100% (sangat baik)
JuIr a]t kegiatan harian SKP 7670 s.d <91% (baik)
Jurnlah kegiatatr harian SKP 617o s.d <76% (cukup)
Jumlah kegiatan hariaa SKP 5l% s.d <61% (kurang baik)
Jumlah keeiatan harian SKP <51% (sangat kqlq4gb44)

250/a
200/0

10%
5%

II N]L"qr xu,qlrTes pexeRJMN YANG DIBERIKAN 414!4!
Merupak"n ha"tl yang dapat diukur dengan efektifitas darr
efrsiensi suatu pekerjaan yatlg dilakukar oleh bawahan dengan
baik dan berdaya guna berdasarkar penilaia:rr obyektif atasan
dengan keteotuan:
' *ualtas Pekerjaan baik sekali Hasil keqa sempurna, tidal

ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas
standar yg ditentukan d11.

. Kua.litas Pekerjaan baik. Hasil kerja mempunya 1 atau 2
kesa-lahar kecil, tidat ada kesalahan besar, revisi, dan
pelayanarl sesuai standar yg telal direntukan dll.

. ku"iitu." Pekedaan cukup. Hasit kerja mempunyai 3 alau 4
kesalahan kecil, dan tidak ada kesalahan besar, revisi, dan
pelayanan cukup memenuhi standar yg ditentukan

. kualitas Pekerjaa.n Kurang. Hasil kerja mempunyai 5
kesalahan kecil da.n ada kesalahan besar, revisi, dan
pelayanan tidak cukup memenuhi standar yg ditentukan
dll. Hasil kerja mempunyai lebih dari 5 kesa.lahan kecil dart
ada kesalahal besa.r, kura.rlg memuaskat, revisi, pelayanan
di bawah standar yg ditentukan dll.

. Kualitas Pekerjaan Saigat Kurang. Hasil kerja mempunyai
lebih dari 5 kesalahan kecil dan ada kesa-laltan besaj, kurang
memuaskan, revisi, pelayanan di bawal standar yg
ditentukan dll.

200/0

r5%

10%

25%

5o/o

Iv PRILAKU INDWIDU
Merupakai tata-rata nilai prilaku kerja (Core Values ASN)
gerAHlq.f yarrg terdiri dari aspek-aspek: Betorientasi
pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan
Kolaboratif.
Penilaian aspek-aspek tersebut dengan ketentuan:
Sangat Baik dengan lJnaj ITok s I d 20% (bobot 25%)
Baik dengan nilai B% s ld I6a/" (bobot 20olo)
Cukup dengan nilai 9% s|d I2o (bobot 15%)
Kurang dengan nilai so/a s / d' Ao/o (bobot I 0%)
Bur:uk dengan nilai I% sld 4yLIbobot 1o/d

5% s.d
25%



Berorlertasl Pelayanan
. Memahami dan memenuhi kebutulat masyatatat
. Rarnah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkaa
. Melaktkan perbaikan tiacla henti

Akuntabel
. Melal<sanakan tugas dengan jujur, bertanggungiawab,

cermat, disiplin dan berintegritas tinggi
. Menggunal<an kekayaan dan barang milik negara secara

bertanggungiawab, efektil dan efisien
. Tidak menyalahguoakal kewenalgan jabatat

Ilompeter
. Meniogkatka! kompetensi diii untuk menjawab

tantangan yallg selalu berubah
. Membantu orang lain belajar
. Melaksanalan tugas dengan kualitas terbaik

Harmottls
. Menghargai setiap orang apapun latal belakargnya
. Suka menolong orang lain
. Membangun lingkungan kerja yang kondusif

Loyat
' Memegang teguh ideologi Pancasila, Undarrg-Unda.ng

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia
kepada Negaia Kesatuan Republik Indonesia serta
pemerintahai yang sah

. Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, lnstansi, dan
Nega!a

. Menjaga rahasiajabatan dan nega.ra
Adapttf

. cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan

. Terus berinovasi dall mengembangkan kreativitas

. Bertindak proaldif
Kolaborattf

. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk
berkontribusi

. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai
talnbah

' Menggeralkal pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk
tujuan bersama

Catatan:
Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan cuti selain Cuti Diluar Tanggungan

Negara dibayar penuh selama yang bersangkutan melaksanakan cuti'



II. INDIKATOR PEMI,AIAN DISIPLIN PEGAWAI

NO KOMPONEN PENILAIAN DISIPLIN
JUMI.AH

POTONGAN

I 2 3
1 Pegawai ASN yang sedarlg melakukan upaya banding

administratif berdasa:rkan PP No. 94 Tah:u'l 2O2l atas hukuman
disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak
atas permintaan sendiri darl pemberhentian tidak dengan hormat
sampai dengan ditetapkannya keputusan yarg mempunyai
kekuatan hukum tetap.

Tidak
Dibayarkan

2 Dikena&an Sanksi Hukumarl Disiplin Tingkat Berat berupa
penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) Tahun,
Pemindalarr dalam rangka penurunan Jabatan setingkat lebih
rendal, dall pembebasan dari Jabatan Struktural dan Jabatai
Fungsiona.l Tertentu dikenakan potongan 6 (enaln) bulai
terhitung sejak keputusar hukuman disiplin berlaku
(dihilanekanl

50%

3 Dikenakan Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang berupa
penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) Taiun,
Penundaan Kenaikan Pangkat selama I (satu) Talun darr
Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) Tahun
dikenakaa potongan 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusaJr
hukuman disiolin berlaku. {dihilanekanl

250/a

4 Atasan langsung tidaL melakukan pembinaan dan penegakan
disiplin kepada bawahan yang telah terindikasi melakukan
pelarrggararr disiplin.

50%

5 Tidak Masuk Keria TaiDa Keteransan 3% perhari
6 Datang terlambat da.ri jam masuk kerja yang telah ditetapkan

tanpa alasan vajrg sah (izin atasa-n), I s.d < 31 Menit
0,5% perbulan

7 Datang terlambat dari jam masuk kerja yang telah ditetapkan
tanpa alasan yang sal (izin atasan), 31 s.d < 61 Menit

1% pe.bulan

8 Datang terlambat dari jam masuk kela yang telah ditetapkan
tanpa alasan yang sa}l (izin atasan), 61 s.d < 91 Menit

1,25% perbulan

9 Datang terlambat dari jam masuk ker]a yang telah ditetapkan
tanpa alasan ya-ng sah {izin atasa.n), > = 91 Menit

1,57o perbulan

10 TidaL mengikuti Apel Pagi tanpa alasan yaig satr (izin atasal]) 1% perhari

11 Tidak mengikuti upacara pada had keia atau hari besal tarpa
alasan yang sah (izin atasan)

2o/o perhari

I2 Pulang sebelum jarn pulang kerja yang telah ditetapkan tanpa
alasan yang sah (izin atasan), 1 s.d < 31 Menit

0,5% perbulan

13 Pulaig sebelum jam pulang kerja yang telah ditetapkan tanpa
alasan yang sah (izin atasan), 31 s.d < 61 Menit

1olo perbulan

t+ Pulang sebelum jam pulang keia yaig telai ditetapkan tanpa
alasan yang sah (izin atasar), 61 s.d < 91 Menit

1,257o perbulan

l5 Pulang sebelum jam pulaig keia yang telah ditetapkai tanpa
alasan yang sah (izin atasan), > = 91 Menit

1,5Yo perbulan

16 Pulang sebelum jaln pulang kerja yang telai ditetapkan dan tidaL
melakukan absensitanpa alasan yang sah (izin atasart)

I,5% perha-ri

17 Datang terlambat dikarenakai hal-hal diluar perkiraan/insidental
seperti ada keluarga meninggal, kerusakan kendaraan ditengah
pelalanan, musibah dan lainnya dengan alasan yang dapat
dipertanggun gjawabkan.

Dibayar penuh

18 Pularg lebih awal karena melaksanakan tugas yarrg diperintahlan
oleh atasa.n langsung sebelum selesaijam kaitor yang dibuhikan
dengan surat h-rgas dari atasan langsung dan diketahui oleh pejabat
atau organisasi tempat berurusan / bertugas.

Dibayar penuh



I 3

19 lzin menghadiri undangai resmi dari instatrsi pemerintah atau
lembaga resmi kemasyatakatan seperti acara PKK, Dharma Wanita,
Sekolah, Dewan Sekolah dibuktikan dengal adanya undangan
resmi dan kehadirarrnya diketahui oleh pejabat atau pengurus
yang mengundang.

Dibayar penuh

20 Sakit dengan pemberitahuan dari yatg bersangkutan malsimal
2 ldua) hari

Dibayar Penuh

2 I Sat it alengtapi dengan surat keterangan Dotter maksimal 14

{empat belas) hari
Dibayar Penuh

22 SaLit dengan pemberitahuan, tetapi lebih dati 2 (dua) hati tarpa
surat keterangan dokter dianggap Tanpa Keterangan

3% perhari

23 Cuti Sakit yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang,
diberikan paling lalna 6 (enam) bulan

Dibaya.r Penuh

24 Cuti satit yang sudah lebih dari 6 (enam) bulair TicLak
dibaYarkan

Cuti Tahunan Dibayal Penuh

Cuti (semua bentuk cuti kecuali cuti Dilua.r Tanggungalt Negara)
jika ada Isteri/Suami, Anak, Ayah/Ibu/Mertua yang meninggal
atau sakit keras dapat diafilbil Cuti Ka-rena Alasan Pentlng
maksirnal 1 (satul bula! (PP No. 11 Tahun 2OI7) '

Dibayal Penuh

27 eegawai eS},I yarrg di Skorsing berdasajkan PP Nomor 1 1 Tahun
2017 oleh pejabat yang berwenang karena sedang dalam
pemeriksaan atau kasus disiplin dan telah dilakukan penahanan
oleh Pihak Berwajib/Kepolisiaa karena diduga tindak pidana,

Tidak
dibayarkan

2a Terlarnbat datang, meninggalkaJrjam kerl a tanpa surat izin, cepat
pulang, sebelum dan sesudah cuti bersama, yang dilakukan
pemantaual tim yang ditunjuk Gubernur NTB daJI atau Watil
Gubemur NTB dibuktikan dengan Berita AcaJa Ketidaldladirat.

15 % pada hari
yang telah
ditentukan

29 Tidak masuk kerja tanpa keterangan, sebelum dan sesudah cuti
bersama, yang dilakukan pemaltauan tiln yang ditunjuk
Gubernur NTB dan atau Wakil Gubernur NTB dibuktikan dengan
Berita Aca.ra Ketidakhadiran.

25 Vo p^dahai.
yang telah
diten!ukan

30 atasan Langsung eejabat Penila.i Kineda Pegawai ASN yang tidak
melakukar penilaian secata objeldif atas kinerja dar kedisiplinan
berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

250/a

Pegawai ASN yarlg mengarnbil Masa Persiapan Pensiun (MPPI Tidak
Dibavarkan

32 Fegawai ASN yang berstatus menerima Uang Tunggu Tidak
DibaYarkan

eSN yang wajib lapor LHKPN tidak mengirimkan laporan LHKPN
sampai dengan batas waktu yang ditentukan (31 Ma-ret tahun
berialanl

Ditunda
pembayaran TPP

sampar yang
bersangkutatr

telah melakutan
pengiriman

laporan LHKPN
ASN yang tidak merespon/tidak memperbaiki laporai LHKPN
hasil reviu dari KPK sampai denga! batas wa-Ltu yang
ditentukall

Ditunda
pembayaran TPP

sampal yallg
bersangkutan

telah melakulan
perbaikan

laporan LHKPN



III. FORMAT RINCIAN PENILAIAN PRODUKTI\ITAS KINERJA BAGI ASN

PERANGKAT DAERAH
UNIT KEzuA
BULAN

Mataram,  . . . . . , , , , , . . . . . . .  2024
Pejabat Penilai

NO |(ItA5 BOBOT
MAKsIMAI (j6)

PRI5INTAsE
]G5EsIJAAN

I.APORAN KINER]A

PERSENTA5E
rcG ATAN

LAPORAN K NTR]A

NLLAIKUAI]TAS
PEKEiJAAN YANG
D gERIXAN ATASAN

PERIIAKU
INDIVIDU (%)

N tAI
PRODIJ[iIVITA

5 KER]A {%)

PEN6HITUNGA
N TPP UNTUK

I MR.X 1 100 20 l 5 25 z0 80 56

IV. FORMAT RINCIAN PENILAIAN DISIPLIN BAGI ASN

Contoh :
PERANGKATDAERAH :
UNIT KEzuA :
BULAN :

Keterangan :
TK : Tanpa Keterangan
TL : Terlambat
PSW i Pulang Sebelum Waktunya

Mataram,, . . . . . . .  - . .  - . . , . .2024
Pejabat Penilai,

NO NAI\4A KEI.AS
JABATAN

BOBOT
MAKSIM
AL(%)

RINCIAN POTONGAN DISIPLIN JUMI-AH
POTONG
AN t%)

N ILAI
DISIPLIN

t%)

PEHITUN
GAN TPP
UNTUK

3V/"
fK(%) TL(%) PSW (%) PP.s3 (%)

2 l 5 6 7 9={sr5+7€) 10.4'9 11=10X10%

L MR. X 1 100 2 3 95 28,5

PERANGKATDAERAH :
UNITKERJA :
BULAN :

NO KELAS
JABATAN

BOBOT PENILAIAN TPP AKUMUTASI
NILA ITPP (%)PRODUKTIVIT

AS KERJA

l7o"/,1

D I S I P L I N

KERJA {30%)

2 5 6=(4+5)

1 MR. X a 56 84,5

Mataram,  . . . , . . . , . . . . . . . - , . . , . . . . . . .  2024
Kepala Perangkat Daerah



Contoh:
PERANGKATDAERAH :

BUL,qN :

2024
Kepala Perangkat Daerah

. . . . . . )

liAl\4A KElA5
JABATAN

B!5ARAI
MAKSIMAL TPP

BEBAN
KERJA(RPJ

AKUMU
LASI

BOBOT
rPP (%)

BESARAN TPP
BEBAN KERJA

(Rp)

POTONGAN PAIAK DAN

LAINNYA DALANI
PERATURAN

PERUNDANG-
UNDANGAN (RP)

I UM LAH

YAN G
DITERIM
A {Rp)

TTD

3 5=(4Xs) 1 t 0

1 MR. X 100,000 84.5 84,500 XX 8X.XXX

TOTAL

V. FORMAT REKAPITULASI PENERIMAAN TPP BERDASARKAN BEBAN KDRJA

VI. FORMAT REKAPITULASI PENDRIMAAN TPP BERDASARKAN PRESTASI KER'IA

Contoh:

PERANGKATDAERAH :
BULAN :

Mata iam,  . . . . . . . , , , , , . . . . . . , , ' . . . . . .  2024
Kepala Perangkat Daerah

N O KEIAS BESARAN

MAKSIM

P RE5TA5I
KEBJA

{Rp)

AKUM UL

A5l
BOBOT
]P? loal

BE5ARAN

PRESTASI
K E R I A  ( R P )

POTONGAN PAJAK OAN

LAINNYA DALAM

PERATURAN PERUNDANG.
UN DANGAN (RP)

JUMLAH
Y A N G

DITERIM
a  { R p )

TTD

M B .  X 1 100,000 44.5 84,500 XX 8X.XXX

TOTAL

( . . . . .  . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , )



uI. FORMAT REKAPITUIASI PENERIMAAN TPP BERDASARKAN KONDISI KERJA

Contoh:

PEMNCKAT DAERAH :

BULAN :

Mataram, , . . , , . . . , . , . . , , . . . . . . . . .  2024
Kepala Perangkat Daerah

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

NO KELAS
IABATAN

BESARAN
IllAKSII\1AL TP P

KoNDlSl KERIA (RP)

AKUIVUL
ASI

BOEOT
lPP (%)

BESARAN
TPP KONDISI
KERIA (Rp)

POTON€AN PAIA( DAN

LAINNYA DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN (RP)

I UNIIAH
YANG

DlTERlltrl
A (Rp)

TTD

1 z 5 614X5) 10 11

84,500 XX 8X.XXX
1 MR, X 1 100,000

TOTAT

! 'L FORMAT REKAPITUI,ASI PENERIMAAN TPP BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS

Contoh:

PERANGKAT DAEMH
BULAN :

Mataram, ... 2024
Kepala Perangkat Daerah

N O KELAS BESARAN MAKSIMAL
TPP TEMPAT

BERTUGAS (RP)

AKUMUL
ASI

BOBOT
TPP (%)

BESARAN

TENIPAT
BEBTUGA

s (RPl

POTONGAN PAJAK DAN

LAINNYA DALAM PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN (RP)

IUMLAH
YAN€

DIIERIM
A  ( R P )

TTD

M R ,  X 1 100,000 84.5 84,500 XX 8X.XXX

TOTAL

( . . . . .  .  . . . . .  . . .  . . . . . . )



Ix. FORMAT REKAPITULASI
PROFESI

Contoh:

PERANGKAT DAERAH
BULAN

PENERIMMN TPP BERDASARKAN KELANGKAAN

Mataram, . . , . . , . , ' .  . , , ' . . ' . " . . . . . .  2024
Kepala Perangkat Daerah

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

T

H. LALU O1TA ARIAP{/

lt0 NAMA (EtA5

JABAIAN
SESARAI{ MA$IMAt
TPP (EIANGKAAN

PR0rlSl{Rp}

AKUMUT
A5l

BOBOT
TPP{96}

SESARANTPP
(EI.AN6KAAN

PRotEsl{Rp)

POTONGAN PAJAK DAN

I-AINNYA DAI-AM PEMTUNAN
PERUT'IDANGUNDANGAN {RP}

JUMTAH
YANG

DUTR \,!
A{Rp)

T'D

7 6.{4t(t I 10 l t

I MR. X 1 $0,0q 84.5 84,500 XX 8X,XXX

IOIAL

Pi. GUBERNUR NUSA


